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PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgt

=il ozl adl oudd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

VORI (R T (Tl YY), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REPYRBIEERSUE

Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
RENTY., sebagai Penggugat;

MELAWAN

SIS IR I AN EVANGIT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [RYNEONRAReIVSII IESIIleEY

Jerat, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro
AEIN TN SINEgle]., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31
Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti
dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi,
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Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 156/38/1V/2009
tertanggal 20 april 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
bersama di Desa Naga Sari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai duan orang anak yang
masing-masing bernama:
5. BN EIREENE, perempuan. Lahir pada tanggal 8 Januari 2010
di Sungai Landai;
6. [NENIYIEIENEE, aki-laki, lahir pada tanggal 16 November 2017 di
Nagasari;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal tahun 2018
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah
antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sejak sekitar awal tahun 2018 sampai dengan saat ini,
yang penyebabnya antara lain;
8.  Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga;
9. Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak peduli
akan permasalahan Penggugat dan keluarga;
10. Tergugat tidak bisa menjadi penengah antara Penggugat dengan
orangtua Tergugat;
11.  Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah
kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;
12.Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan agustus 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang
tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
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13.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,
namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

14.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini
dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (IENEMCII 0y Terhadap
LI Yuli Suryanti binti Solipan)k
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;
Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
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bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut,
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan
Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Siti Patimah, M.Sy., selaku mediator
untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis
mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak
berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

L Bukti
Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/38/1V/2009 Tanggal 20 April 2009 atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis

memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

1. Bukti Saksi
1. TR, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di
WEREE, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah

kandung Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Naga
sari Kecamatan Mestong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah
ekonomi dan keuangan, Tergugat sering berjudi, sehingga penghasilan
yang didapat tidak mencukupi kebutuhan dan membayar hutang, Saksi
pernah melihat dan medengar mereka bertengkar;

- Bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2019;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. GENETIENER,. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [RQNEPYAREEERSIVETRER-Talsl:TH

e,  Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak
kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Naga
sari Kecamatan Mestong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah
ekonomi dan keuangan, Tergugat sering berjudi, sehingga penghasilan
yang didapat tidak mencukupi,kebutuhan dan membayar hutang, Saksi
pernah melihat dan medengar mereka bertengkar;

- Bahwa mereka sekarag suah tidak satu rumah lagi sejak pertengan
tahun 2019;

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
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Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan
alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan

tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai
(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar
dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik
secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Siti Patimah, M.Sy,
yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak
berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang

isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari
Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk
perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut
di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi
beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat
dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat
dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3).
Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam
persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta
nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah
dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata
sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870,
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas: (hukum asal
sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang
pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat
dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak
ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam
perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan
Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai
kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing
secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara
formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah
diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah
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berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan
cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran
dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun
tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang
sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut
merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk
rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab
Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalag yang menyatakan, "Islam memilih
lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak
harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri
sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu
yang bertentangan dengan semangat keadilan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi
ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan
Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam,
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum
Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid 1l, halaman 248 yang
diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai
berikut:

6 @ | & A1z | 4 AQRAYAFEUQIZSAASR R

-—af Ak N NS%

T

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak
langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak
bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan
keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat TUADA ULDILAG
Mahkamah Agung R.I Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,
maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan untuk

mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
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kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
domisili dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([ EGcTcTNG

) terhadap Penggugat ()

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1066000 ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Siti Azizah, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H. Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.l., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Perkara :  Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 970.000,-

4. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,-

5. Biaya Meterai :  Rp. 6.000,-
JUMLAH :  Rp. 1.066.000,-

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
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